e :A‘bstmk

Konﬂz/z agim ia mempaéan pere&amﬂ swﬁ:be? dayﬂ agmf i am‘am necmm, masyamhzi dem bzmzs _
Kgnﬂzfz agmrza mempﬂéan ,{of@'ﬁz& yang &mzy..qr” terjadi @i Tndonesia dan sermp tapunnya smam‘mm_ -
menmgfeaf Konflik agraria dipengarubi oleh kebijakan j)zmermz‘a/ﬂ yang rnmdamng pengeméangaﬁ .
perumbaan perkebunan besar dengan memberikan HGU (Hak Gina Usaba) yang bersinggungon dengan
lanah adat (ulayat) atau. tanal mmyam}’az‘ Jokal, Kekerasan sebagai simbol perlowanan masyarakal
z‘erbadgp hegemoni negara dan perusabaan muncul ke permukaan don mendorong timbulnya kekcrasan
lain oleb negara. Pelri dalam konteks f’anj‘lz/e agrariq masih 5{3;52{1@]) reaktif dan terlibat delam konflik
kepentingan yang menyebablan menurimya legitimasi masyarakat terbadap Polri. Community pa[mng
merupakan falsafab yang dapat dzr’eemb.:mgfeaﬂ sebagaz 76;0[;;51 /eanﬁz/’ agram ]szda sektor agm; id.

Kata Kunci: ‘konflik agreria, negara, masyarakat, perusabaan perkebunan, polisi

Pendzhuluan . menyatakan bahwa” Bumi, air dan kekayaan yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh ‘negara

Indonesia merupakan negara van ]
P g YIS dan dipergunakan untuk sebesar=besarnya

memiliki kekayaan sumber days alam yang kemamalkmuran_rakyat”. Hal ini fmenunjukan

melimpah. Posisi Indonesia vang terletak
o R ’ ™ bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk
pada katulistiwa dan beriklimuytropis memiliki _ .
mengelola kekayaan negara secara adil dalam

otensi pengembangan sumber ‘daya alam - )
P peng & Y rangka menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

hayati khususnya pengembangan dalam bidang Namum dalam konteks saat ini pengelolaan

erkebunan. Potensi pengembangan perkebunan .
p peng ganp kekayaan negara khususnya terkait pengelolaan

di Indonesia belum dimanfaatkan secara ) ) ) . )
tanah masih diwarnai konflik secara vertikal

maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan .
& ] maupun horisontal. Berdasarkan data yang

rakyat, bahkan cenderung dimonopoli oleh dimilli KPA  (Konsorsium Pernbaharuan

perusshaan  yang ~memiliki modal  besar Agraria) selama 5 (lima) tahun terakhir konflik

Pengembangan perkebunan memiliki implikasi agratia yang tetjadi di Indonesia cukup tinggi.
Data KPA selama selama 5 (lima) tahun konflik
agraria yang terjadi di Indonesia yaitu 2011

Pengaturan pengelolaan kekayaan sumber (163), 2012 (198), 2013 (369), 2014 (472) dan
daya alam termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 2015 (252). Data ini diperoleh dari akumulasi
laporan akhir tahun yang dibuat oleh KPA,

Kompe!l Mifta Hadi SIK. MIK,, Mahasiswa Program Dokrorat STIX-  hyahlan selama 11 (SEbEIHS) tahun rerakhir Sejak
PTIK angkatan 1

terhadap tumbuhnya konflik agraria yang
semakin meningkat di Indonesia.
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By terjadi ko_nﬂl_k__agmr_i_a di _111&0;1__@5_121 (KPA, 2015

).

: .Poki dalam kontek_s konflik agraria berdiri
dalam sebuah dilemma. Di$am sisi sesuai

o ) denga,n amanat UU NO 2 Tahun 22 tentang

Kepolisian . Negara -Republik Indonesia, Pasal
5. yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, "menegakkan hukam,  serta
memberikan perlindungan, pengayomat, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri”, Dalam
konteks ini Polri sebagai alat negara tentu akan
mengamankan kebijakan pemerintah yang telah
memberikan {jin HGU kepada perusahaan
perkebunan yang berimplikasi dengan hilangnya
tanah masyarakat yang tidak memiliki sertifikat.
Namun disist lain Polri memiliki doktrin “7Za#z
Lentrem Kerta Rabayia” yang memiliki hakekat
mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
yang dalam konteks konflik, agraria terdapat
masyarakat yang menjadi korban“karena sistem
kebijakan negara schingga terampas, hak-

haknya

Pembahasan

Konflil agraria merupakan konflik yang
paling banyak terjadi di dunia. Penelittan Fred
Horrison (1983) dalam Gunawan (2005: 47),
menyebutkan bahwa semua krisis yang dialami
dunia, sumber utamanya adalah merajalelanya
"spekulasi tanah”. Konflik agraria merupakan
proses interaksi dari berbagai unsur yang
saling memperebutkan sumber daya agraria.
Cristodoulou (Afrizal 2006: 7) menyatkan
bahwa  konflik agraria tidak terlepas  dari
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o ---hmggq 2015,_ telah ter_;ad; 1772 konfhk
_:_agmna &encran ltiasan Wdayah konﬂﬂx. seiu'ts"f”'- :
7 6.942.381 hekrar, yang melibatkan 1.085.817
KK sebagzu 1{01ban terdftmpak langsung Lonﬂﬂc__
'_.'.'_:agrarla berkepanjangan Rata-rata dua hari sekali

hubunoranwhubungan sosial - yang berkaztan'

sumber - ‘agraria. Hubungan-hubungan sosial '~
tersebut - pada umumnya - melibatkan unsur -
“ masyaralxat negara, dan bisnis yang kesemuanya .

berusaha memperebutkan sumber daya agraria. S

Polri sebagaiinstitusi yang bertangungj awab .

dalam memelihara keamanan dalam negeri -

harus mampu memahami konflik agraria secara - -
komprehensif.  Tindakan kepolisian dalam

upaya melaksanakan tugas pokoknya, disebut
dengan pemolisian. Pemolisian konflik ‘agraria
dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan
kepolisian “dalam menangani permasalaban
konflik agraria yang tumbuh dari proses
interaksi sosial antara unsur negara, bisnis, dan
masyarakat vang saling memperebutkan sumber
daya agraria.

Sumber Daya Agraria

Sumber daya adalah suatu nilai porensi
vang dimiliki oleh suatu materi atau unsur
tertentu yang dalam kehidupan, Sumber daya
tidak selalu bersifar fisik tapi juga non/fisik
(infangible) yang meliputi barang dan jasa; modal
usaha, kedudukan dan peran sosial, kekuasaan,
kewenangan, kesempatan dan sebagainya yang
memiliki nilai-nilai tertentusbagi kehisupan
manusia. (Ismail, 2007: 26). Sumber daya agraria
termasuk _dalam*kategori yang berisfat fisik.
Sumber daya agraria merupakan bagian dari
sumber daya alam.

Sumber daya alam juga dikenal dengan
istilah barang (goods) (Fauzi, 2004). Kata goods
dapat diklasifikasikan dalam berbagai ragam
kriteria tertentu. Dari segi konsumsinya, goods
sendiri apakah bisa diakses semua orang ataukah
hanya dinikmati orang tertentu (non—r—iwlry)
sehingga tidak ada kontestasi dalam merebutkan
sumber daya alam tersebut karena hal itu sudah
menjadi arena privat. Pemahaman tersebut
juga dapat dipahami sebagai esxc/udable bahwa

dengan pengontrolan dan penggunaan sumber—"




' '-"_.';"unt*uk lkut memkm'ttl hasﬂ sumber daya alam_

. '.-:-'tersebut Sumber éaya fdftrn sebaga; gooa’s sendlri__

(semua orang blS‘T.
kontestam)

_memmbulkan

- untuk. memkmatl sumber daya aiam) dan

"-:.nonwdzmszb]e (sum‘nel daya aiam tersebut

2 _Przmzz‘e goads mcrupﬂqan Leba.lﬂ{annyfi yakm

excludable (penguasaan privat atas sumber

- daya alam), dan divisible (sumber daya qlam
- iancrka dan t1da1\ blS& d1perbaharuz)

-“Sumber daya agrana termasuk Le -daiam
Private goods karena tidak semua orang dapat
menikmatinya. Kepemilikan sumbex daya agraria
dibuktikan dengan Sertifikat atau surat lain yang
sesual dengan aturan agrana yang berlaku di
Indonesm ' ' '

_ Dalam bahasaIngeris istilah agraria juga
disebut dengan agrarign yang artinya segala
urusan pertanian. Dalam bahasa latin. sendiri
agraria yang disbut dengan, ager yang memiliki
arti tanah atau sebidang tanah, Namun dalam
bahasa latin yang sama agraria diartikan kedalam
kata agrarius yang artinya persawahan “atad
perladangan atau bahkan juga bisa pertanian.
Jika kita membelajarai kata agraria dalam kamus
besar bahasa Indonesia agraria dinyatakan
kedalam arti yaitu suatu urusan pertanahan
serta urusan kepemilikan atas tanah. Sedangkan
definisi agraria menurut Pengertian agraria
dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan
dasar pokok-pokok agraria yang lebih dikenal
dengan nama UUPA dan dipakai dan digunakan
Dalam UUPA

Pengertian

pengertiannya sangat luas.
terdapat pembagian Agraria: 1)
agraria dalam arti luas yang meliputi: a) Bumi:
adalah permukaan dari tanah dan masuk dalam

o '.;': tfambang tlmah
- :semplt adaiah tana

; non—éxdudable |
s ';__.j-(ﬁdak ada pencrhahncrm dan plhak tertentu Negara dan Konﬂak&vmrm

- ragam, wyang ‘menyebabkan -

";sun'ga; . tmﬁmg dH 3) Aﬁé’;kaSa .}f'ﬂxni rﬁang Can
:.:':_yaﬂg ada diatas, brum dan air; dan d) Kekayaan (

Menumt Plato negaia adalah suatu tubuh'.

. _yang senantiasa m’gu berevoium dan terdm dam Ly
e tldak pernah habls meslu sermg dlgunaicm) _

orang- orang (mdmdu—mdmdu) yang ’tlmbul_'_-_

atau ada karena masmg masing dari orang itu .
'secala sendiri-sendiri tldaL mampu memenuhl :
_l_iebutuhan ‘dan keinginannya ‘yang ' ‘beraneka .

mereka harus
bekerja sama - untuk memenuhi kepentingan -
mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian

disebut masyarakat atau negara {Soghino,1980

- 17). Definisi yang lain ‘yang disampaikan

oleh Hendry € Black mendefinisikan Negara

sebagal - sekumpulan orang < yang  secara
permanen menempati suatu wilayah yang tetap
diitkat oleh ketentuan-ketentuan hukum /yang
melalui pemerintahannya mampu menjdlankan
kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi
masyarakatnya dan harta benddnya dalam
wilayah perbatasannya, mamptt mengadakan
perang dan damai serta_miampu mengadakan

hubungan internasional dengan masyarakat
internasional lainnya (Huala Adolf,1996:1-2)

Negara merupakan salah satu faktor penting
penyebab konflik agraria, sementara solusi
konflik itu sangat tergantung pula kepadanya
(Bachriadi, 2001). Konflik agraria yang terjadi
di Indonesia banyak yang terjadi karena
kebijakan yang diambil oleh negara. Kebijakan
yang menjadi pilihan pemerintahan dari waktu
kewaktu masih saja memiliki wajah yang
kapitalistik, berpihak pada usaha pemanfaatan
atau eksploitasi skala besar dan melupakan
keberadaan rakyat yang hidup miskin di tengah
kekayaan yang dieksploitasi tanpa sedikitpun
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kewenangan sebagaxmana dmtur dalam pasal 2

: ayat 2) Undang—Undang nomor 5 Fahun 1960
'_ tentang P(ii?ltlll an Dqsar Pokok-Pokok Agraua

' _(UGPA) chadft lembaga’ pemerintah/negara
. yang. bertanggung jawab/atas urusan. pertanahan.
' Kewenangan negarajyang dimalksud pasal 2
ayat {(2) UUPA ini adalah :

menye_lenggazakan. peruntukan, penggunaan,

a. Mengatur dan

persediaan -dan / pemeliharaan bumi, air dan
ruang angkasa; b. Menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. "Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang  mengenai
bumi, air dan riang angkasa. Berdasar pasal 2
UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut
konsep UUPA, ‘pengertian oleh
Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak

“dikuasai”

yang memberi wewenang kepada Negara untuk
menguasai sepesti hal tersebut diatas. Namun
pelaksanaan kebijakan agratia tidak terdapat
sinkron dan konsisten dengan UUD 1945 pada
setiap periodenya. Karakteristik aturan“hukum
dan taraf kesinkronannya dengan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 menurut Hamadi, (2009: 35)
sebagai berikut:

a. Pada periode 1967 - 1973, aturan hukum

mengenai  pertanahan  tidak sinkron dan
tidak konsisten dengan Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 dan berkarakter: eksploitatit

tethadap sumber daya alam; berpihak pada
sistem ekonomi kapitalis (akumulasi modal);
dan konservatif/ortodoks, yaitu  hukum
menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan

program negara (posifivis instrumentalis).
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: Puan

.:membezzkﬂﬁ mmffzat bag1 kehlciupan mereka_;
i fyanﬁr hldup dldalam atau di sekltar sumber daya'_ '
i .tcrsebut (szcy, 1992)

S _“Kebljakan pemenntah &1 bldang agrarla dz '
S _-Indonema bermula pada Pasai 33 ayat (3) UUD
' -'..NRI 1945 memberlkm dasar bag1 lahnnya

hx d m I’umw man I{onﬂlk A yrasia di Sgkmr Perkebun; an

b Pada penode tahun 1973~1984 ai.uran_"-"'-" .

o _rhukum + mengenai
o memiliki kalakter

pembentukkan - hukum

= masyarakat Represzf dan Pragmatis dan

- _'sangqt akomodatif
~modal

_terhadap

_(capl_tahsm), térutama

lembaga—lemba_ga keuangan Internasional.

Dengan  demildan, aturan hukum pada
periode ini juga tidak selaras (tidak sinkron

dan tidak konsisten) dengan Puasal 33 ayat
(3) UUD 1945,

¢.  Pada tahun  1984-1990-an,

aturan hukum mengenaipenguasaan tanah

periode

berorientasi untuk memudahkan perolehan
tanah bagi investasi, oleh karena itu karakter
peraturannya bersifat pragmatis dan sangat
akomodatif terhadap kepentingan modal.
itu, bersifat  defensif-reaktif,
artinga sangat reaksioner terhadap berbagai

Disamping

sengketa agraria yang muncul pada /fsaat
itu - dan
administratif belaka. Aturan hukum pada

melihatnya sebagai pessoalan

periode ini juga tidak sinkronddan tidak
konsisten dengan semangat yang terkandung

dalarn Pasal 33 ayat (3) WUD 1945.

d. Periode
peraturan

(1998-2003),
perundang-undangan di

Pesentralisasi

bidang
ketidakpastian
akibatnya

ketidakkonsistenan aturan hukum di bidang

pertanahan vang mencerminkan
hukum (ambivalence),

terjadi ketidaksinkronan dan

pertanahan. Karakter Peraturan Perundang-
pada bersifat
pragmatism-reaktif, dan parsial. Artinya

undangan periode  ini

peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak
didasarkan pada suatu format tertentu yang

secara  integral berkesinambungan dan

sistemoatis, Meskipun peraturan tersebut

berkarakter pragmatism-reaktif, tetapi

‘penguasaan tanah:__' :
K(mservatif/ or todoks o s
'_ dengan Cirl pemermtah sangat

o dalam .

o menenmkan

domman.:--'f: "
- arah perkembangan hukurn_{';"'_;:_-”

kekuatan
kekuatan .-
modal asing lewat negara denor maupun




)cnmigarian I

| 11 dan 12 UU No 22 Tahun 1999

: :Resenti ahsam

pusat sehmgga Wewenang

s ':_____pértanahan - menjadi tersentrahsam

pada pemenntah (pusat) Hal ini dltandzu-

deng'm L dlberlakukannya.
36 Tahun 2005 yang kemudmn diubah

. :'Perpres No. 10 Tahun 2006 Substansz kemga
" Perpres tersebut berkarakter repres1f ‘dan
_ ‘berorientasi menmgl\_atkan devisa negara
""_lewat pembangunan dengm keberpihakan

.'_penuh pada pemlhkmodai (capital). Selainm -

:' _11:11,
yang begitu besar kepada BPN (msn{usz
{pusat). Dengm demﬂnm

menempatkan . otontas/kewcn'mgan
pemerintah |
Peraturan ' Perundang-undangan . pada

~ periode ini tidak selaras (tidak sinkron dan

._ tidak konsisten) _éengan Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945. |

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan
pengelolaan sumber daya, agraria yang lebih
memihak  pada
menjadikan rakyat menjadi korban ketidakadilan

perusahaan  perkebunan

dalam mendapatkan akses sumber daya agraria;

Ekspansi Perusahaan Perkebunan

PengertianperusahaanmenurutMolengraaft
dalam R. Sockardono (1983:19) menyatakan
bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan
yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak
keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan
cara memperniagakan/merperdagangkan,
menyerahkanbarang atau mengadakan perjanjian
perdagangan. Pendapat senada disampaikan
oleh Polak sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir

(2002:7) menyatakanbahwabaru dapatdikatakan

maté_ _m_ _tannya lebll ___seiaras (51111\.10 -dan
_--Lonsmten) dengan Paszd .33 ayat (3) UUD-:'.'_
1945, junto; Pasal 2 dan 14 TUPA ] junto, Pasal_"'

'_f:hba da 1 S
: chcatat dfdam pcmbuku&n Rahardi: (1995 20~ .
- 21) menyatftkan bahwa Pmusahaan perkebunan_._”--_';'

(2004“2006) }rang dﬂaksanakan d1 atas

- '-Usaha (HG{}) Perusahaan pelkebunan terdm_:j___-i'.: -
daerah di bldang agrma oleh pemeuﬂtah: i
P darl perkebunan bescu dan pezkebunan :
S "'perkebunﬂn besax Pelkebunan besar adaiah
lagl e o
o perusahaan perkebunan yang' lahannyfl seiuas_. __

. °25 hektar atau leblh dan diusahakan oleh Badan

Pefplﬁs NO Hukum Indonesm (BHI) Perkebunan besar =

terja.dl arus. penmkan kembah Lewenanvan:

:-. dengan Perpres \To %5 Tahun. 20 06 dan -j.1n1 dap&t dﬂcelola secara sendm atau bentuk :

da emsah;nﬂ apabila diperlukan perhitungan

'irugi yang'_"dz'tpat dlperlqrakﬂn 'f:-dan_ e

'-adalah usaha buchdaya tfmanmn perkebunan_{_f_“-i, "
lahan Hak Guna

sela.m

ker}asama yang sahng menguntungkan ciengan -
perkebunan rakyat atau dengan perusahaan
perl{cbunan diluar perkebunan besar dengan
pola PIR maupun dengan pola lamnya
P_elusahaan ' pmkebunan di luar perkebunaﬁ
besf;_lr dapat
(Warga Ne

Indone&a Perkebunan rakyat merupakan usaha

dmsahakan oleh 1 perseorangan
oara Indonesm) atau Badan Hukum

budldaya tanammpcrkebuna.n yang dmsahqk‘m_

tidak di atas lahan HGU

' Perusahaan sebagai suaty entitas memiliki
modal kapital yang kuat - khususnya kapital
ekonomi dibandingkan dengan masyarakat
untuk dapat memenangkan kosatlik agraria
dengan mempengaruhi pemerintah dan aktor
keamanan. Modal kapital merupakan aspek yang
penting untuk meliliat jaring-jaring kekuasaan
datar relasi yang terjadi dalam konflik agraria.
Perusahaan perkebunan memiliki andil dalam
peningkatan konflik agraria yang terjadi di
Indonesia. Hasil assessmens KPA (2014} di
Sumatera Utara misalnya, perluasan area-area

perusahaan perkebunan, utamanya komoditas

kelapa sawit terus meningkat. Tidaklah
mengherankan, Sumatera utara termasuk

provinsi yang rentan terjadinya konflik agraria.
Kecenderungan ini mengingat kebijakan baru
yang memberi peluang hukum bagi perusahaan

perkebunan untule dapat menjalankan usahanya
meski tanpa mengantongi hak guna usaha
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(HGU) Telcatat_._' di Kabupaten Labuan Batu .;;. i
L :-:._Uiara (Labma) saja, per. Febiuarl 2015 dari 39
'-"-_::.perusahaan pcrkebunan (swasta dan PTPN),

-_terdapat 8- (delapm) pemsahaau tzcial “ber-

U HGU yang: ‘menjalankan usaha perkebunannya
: :_-:..'_.:Dan .)9 perusahaan tersebut,. chdommaa oleh
perls.ebunan ‘sawit ; sebanyak 31 pemsahaan
"j'-':dengan penguasaan lahan - seluas. ‘7448359
'__.-:hekmr Slsmya, yakni- 8 perusahiaan dengan

B '_: 'komoditas karei: dengan penguasaan lahan seluas
'30 741 50. hektar o -

Foucault menautkan keluasaan dencran

-' fpengctahuan schingga kekuasaan memproduksi

.pengetqhuan dan / pengetahuan menyediakan
kekuasaan, ia roengatakan bahwa kekuasaan
tldft_k_ selalu bekerja melalui penindasan dan
represi, fnela_in_kan juga  normalisasi  dan
1‘égtﬂasi (Sutrisno dkk, 2005:154) dari pendapat
Foucault maka hukum adalah milik segelintir
o_i‘_aﬁg yang berkuasa untuk melegalkan kehendak
uxt_tf_ﬁk untuk berkuasa. Dalam konteks ini
perusahaan memiliki kekuasaan dan mengatur
hukum karena memiliki modal kapital yang
kuat. Menurut Bourdieu sebagaimana “dikutip
oleh Akhyar Lubis.(2014: 123-124) modal
kapital merupakan atribut-atribut yang dimiliki
seseorang yang memberikan kesempatan (akses)
untuk mencapai tujuan atau kedudukan tertentu,
modal kapital terbagi menjadi :

1. Kapital sosial (Modal sosial)} sebagai aset
yang dimanfaatkan oleh sekelompok elite,
khususnya mereka yang memiliki ekonomi
dan modal budaya yang terbatas.

2. Kapital ckonomi (modal ekonomi) adalah
modal yang dimiliki berkaitan dengan
kepemilikan harta benda (kekayaan, uang)
yang dimiliki seseorang.

3. Kapital budaya atau simbolik (modal budaya/
simbolik) adalah kemampuan dan fasilitas
verbal,  ketrampilan, tingkat pendidikan
dan pengetahuan akademis yang dimiliki
seseorang.
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i dui am Penanganan Konflik Agraria di Sektor Peskebuna

hukum yz_m.g digunakan dalam memperoleh"-: f_;.;_.._
.' Konsensi lahan perkebunan. Bourdieu (1990b): ; a
‘dalam penelitiannya menunjukan bahwa aktor- - S
:ai{tor yan_g éukses dasi perusahaan mukinasional,_'_'z T
pdlitikus s:_impai déﬂgan petani sawah di Afrika .5:'3 :
utara bukan saja menginternalkan norma-norma
permainan akan tetapi juga memanipulasi G
aturan dan  norma-norma itts. Perusahaan -

perkebunan besar memiliki kedekatan dengan
pejabat pemerintah (politik) maupun penegak
hukum dengan menggunakan medal sosial yang
dimilild. Bourdieu (1977) dalam Akhyar Lubis
(2014: 124) modal sosial adalah martabar dan
kehormatan yang bisa menjadi sesuatu yang
mendasar untuk menarik klien pada posisi sesial
penting dan menjadi alat tukar misalnya dalam
karier politik.” Modal sosial menurut Bourdieu
memberikan manfaat secara langsung selain
itu mampu menggantikan kekurangan sumber
daya yang lain. Kelompok sosial yang kuat akan
menggerogoti modal sosial mereka yang kurang
lkuat. Mereka memiliki modal budaya dan modal
finansial cenderung memiliki modal sosial yang
tinggi. Mereka cenderung melakukan koneksi
dan jalinan erat dengan orang lain.

Masyarakat dalam konflik agraria

Koentjaraningrat (2009: 115-118)
mendefinisikan masyarakat adalah  kesatuan
hidup manusia yang berinteraksi menurut
suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat
kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa
identitas bersama, Kontinuitas merupakan
kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri
yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat
istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas
kuat yang mengikat semua warga. Pendapat lain
tentang masyarakat disampaikan oleh Mac lver
dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22),
menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu
sistem dari kebiasaan, rata cara, dari wewenang

Modal kapital yang - dimiliki oleh

.perusahfmn mampu - memanipulasi - aturan




. dan kerja sama  ant:

B 'serta lxebmsaan kebmsaan m’musm

R .:'i'ne..

“ berbay "iﬂ‘al

":.'-:i:f::_penggolongan, _da.ri .per;.gawasan tmgkai.'”"

I dil’i_llﬂllSlx‘dﬂ sebag'n kelompok masyarakat :
s komumtas IokaI semcntala komumtas lolcal_:-i'.-_
--yang mermhk.z asal usul leluhur (secafa torun

: _;;temmun) d1 wﬂath geograﬁs teitentu, serta_: j._:._ hak—haL meleka (Ben e Beckmann & Beﬁda— i

‘Beckmann, 1999:6, Ruwiyastuti, 1997, Biezeveld, .
2001). Hukum ‘negara . merupakan hukum

: mem111k1 smtem nilai, zdeologl, ekonorm pohﬂL

- "budaya sosial dan Wilayah sendm (Syamsudm,_ X

'2008) Berdasarkan berbagal definisi “di atas
baik masyarakat atau masyarakat adat teldapat
kesamaan karalgeristik antara lain ‘memiliki
wilayah dan memiliki aturan atau hukum yang
mengatur kehidupannya. Wilayah identikdengan
tanah (agraria) sebagai sarana penghidupan dan
bertempat tinggal. Dalam konteks perebutan
sumber daya agraria baik terdapat beberapa jenis
masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan
perkebunan, yang dapat diidentifikasi sebagai
berikut: a) Masyarakat adat yang sccara tugun
temurun menempati  daerah  tersebut © dari
leluhurnya, memiliki bukum adat yang mengatur
kepemilikan tanah walaupun tidak tertulis;
b) Masyarakat biasa,yang memiliki sertifikat
namun dengan adanya, ekspansi perkebunan
lahannya menjadi wilayah konsensi dengan tidak
memperoleh ganti rugi, mendapatkan ganti
rugi namun tidak memadai, atau merasa ditipu
pada saat tanahnya digunakan oleh perusahzam
perkebunan; dan ¢) Masyarakat perambah hutan
yang datang ke lokasi tersebut dari daerah lain.
Latar belakang masyarakat merupakan hal
yang penting untuk dipahami oleh pengambil
kebijakan maupun pihak yang menangani
konflik agraria dalam rangka memberikan
keadilan kepada semua pihak.

Kekerasan dalam konflik agraria.

Masyarakat adat atau lokal merupakan
rakyat yang secara langsung menjadi korban
dalam pengelolaan sumber daya agraria yang

i _Zberdasml»aﬂ hukum I t,

rut Kongres quyaralxat Adat Nusanmra ..

3.'?Plurahsme Hukum memandang :.konﬂ1k'"a<rrar1a: :
._terjad1 aklbat adanya 1eb1h dan satu hukumf-- .
N di& o k )
. -'Seiam masyaralxat sccara umum dlkenal j:__yang kontra iktif yang dlp akai oleh beibagai..._._ o
u}a. acian s arakat adat Mas a;akat : dat* _plhak tcrutama hukum adat dan hukum negara. .
_-:P ya y Y . _'Hukum negara dlpahami membemi\_an keku'ttan-_____-;;'_ '

_ kepada negara | untuk. mendeleglt;m'ls; hak—hak';:'ﬁ__'-'-_'-:-.

_;menggunakan hukum 1dat untul\ membenarkan e

yang te1tmgg1 «dibandingkan dengan | hukam
adat sehingga masyamlxat adat tidak memiliki

kekuatan untuk mempertahankan hak-haknpya.
Khoeidin dalam Mustain (2007:213) mengatakan
aiasm Klise yang dzgunaLan pemermtah untuk
mehgltlmam tindakan = pengambilan lzhan
adalah tanah tersebut merupakan tanah negata
bebas (Vrijlands domein) dan hak ulayat tld‘tl{
boleh bertentangan dengan kepentingan yang
lebih tinggi: Akibat tindakan pemerintah maka
banyal rakyat yang tercabut haknya dari tagah
miliknya oleh ekspansi para pemodal yang
mengembangkan perkebunan, pertambangan
danlainnya.

Konflik agraria di Indonesia setelah
reformasi - juga semakin meningkat ketika
pemerintah dacrah dalam kensep desentralisasi
memiliki kewenangan“dalam memberikan ijin
HAK. GunaWUsaha (HGU) kepada perusahaan
perkebunan. Elita (2009) mengatakan bahwa
penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang
pertanahan berbungkus desentralisasi tetapi
menekankan  sentralisasi akan berdampak
terhadap semakin meningkatnya sengketa
pertanahan. Masyarakat adat yang menjadi
korban ketidakadilan terjadi dalam pengelolaan
sumber daya agraria melakukan perlawanan
dengan melakukan tindak kekerasan. Tindak
kekerasan ini dinamakan dengan perlawanan
terselubung. Perlawanan Terselubung oleh J.C
Scott (1985: 3) dimaknal sebagai perlawanan
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_.._'sembunyl
- mereka terhadap kebgak&n atau Leputusan yang
i dlpaksa'm oleh plhak lain. Kesunpuhn Scott

s petftm

RS petam
:_'penolakan sebagaz bafnm keseharian ‘petani,

sebagm per Wujudm

N dldasarkan pada penehman tentang. pe;iawanan

+di Sedaka. Mfllaysm

| _'-'.tmdakan, tmdakan repiemf yang diterima oleh

seharl—harl Lemudmn memunculk’tn
' "Bentuix bentuk tindakan yang dilakukan berupa
_.'pembakalan (tanaman perkebunan) pencurian,
‘ _penelantaran tanaman /Supaya mati, perusakan

jalan (untuk - menghambat keluar - masuknya

kendaraan dari dan Le pezkebunan) dan lain
sebagamya - -
Walga -masyarakat melakukan tindak

LeLerasan sebagai bentuk pf:rlawanan terhadap
ko_nch_sl yang ‘ada dex_lgan objek _ perusahaan
Sebégai sasaran. Hal ini disebabkan karena
pérﬁsa_h'aa_n perkebunan yang mendapatkan
bei‘bagai_fas_iiitas pemerintah yang berupa ijin
Hak Guna Usaha {(HGU) untuk® mengelola
sumber  daya
tanah yang telah dikelola sebelumnya olch
warga masyarakat. Led Robert Gurr (1970)
bahwa

diwarnai gejolak resistensi, masyarakat terhadap

agraria  dengan merampas

berpendapat kondisi politik  yang
negara dan berbagai bentuk ketidakpuasan yang
terjadi, dipicu oleh Deprivarion ataw perampasan
sesuatu yang dihargai, bernilai dan befmanfaat.
Perasaan terampas yang disebut dengail
“Relatifve Deprivation” menurut Gurr “ is defined
as actors perception of discrepancy between their
(suatu

nilai

value expectations and their capabilities”
persepsi mengenai kesenjangan antara
yang diharapkan dengan kemmapuan untuk
mendapatkan nilai yang diperlukan). Lebih lanjut
Gurr (1970: 24) membagi pola kekecewaan yang
dapat dialami seseorang menjadi tiga yaitu : 1)
Decremental Deprivation yaitu suatu kondisi yang
terjadi ketika harapan-harapan yang dimiliki
konstan

seseorang
untuk

sedangkan kemampuan

mememuhi garapan menurun; 2)
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'.petam secam sembuny1— )
penola_l\an -

menurutnya -

ngar g_Kon'ﬂil Ag;r iz di Sektor Perls Ll‘)lll’ld]‘j‘

"I\emampuan untuk untuk memenuhi harapan

- tersebut konstan; dan 3) Pr vgressive Deprivatior

:ycmg “terjadi apabﬂa hampan harapan  yang
dlrmhkl seseorang memngka‘t tetapi Lemqmpuan_:-f S
: _untuk memenuhz hzuapm tersebut Justru__-"-:--' -

‘menurun. Relative dep;;vauon atau kekecewmn RS
relatif akan melahirkan ketldakpuasan dalam R

masyamkat yang dapat dimanisfestasikan dalam

bentuk kemarahan dan kejengkelan. Kondisi -

ketidakpuasan yang tidak mendapatkan saluran
akan berubah menjadi pemberontakan dengan
kekerasan.

Perusahaan perkebunan menyikapi konflik
agratia dengan meningkatkan pengamanan vang
dilakukan secara Pam Swakarsa dan maupun
meminta bantuan pengamanan dari Polvi dan
TNI, selain itu perusahaan juga membawa
sengketa yang ada ke ranah hukum (pengadilan),
Reaksi perusahaan dilakukan untuk mengurangi
kerugian yang terjadi akibat konflik agraria
yang terjadi dengan memanfaatkan modal
kapital yang dimiliki. - Hal ini
pada meningkatnya  tindak kekerasan dalam

berimpilkasi

konflil agraria yang terjadi di Indonesia. KPA
(2015)
konflik Agraria dilakukan oleh berbagai pelaku

mencatat _bahwa kekerasan dalam
kekerasan, sepanjang 2015 dideminasi oleh pihak
perusahaan sebanyak 35 kasus, polisi sebanyak
2ddcasus; A INTsebanyak 16 kasus, pemerintzh 10

kasus, preman 8 kasus dan warga 3 kasus.

Tindak kekerasan yang terjadi antara
masyarakat perusahaan dan aparat negara
disebut dengan spiral kekerasan. Dom Helder
Camara (2005: 26-42) terkait spiral kekerasan
berpendapat bahwa kekerasan akan selalu muncul
ketika  ketidakadilan
(sebagai spiral kekerasan pertama) hadir sebagai

dimanapun  terutama
akibat dari upaya elit nasional mempertahankan

kepentingan mereka sehingga

sebuah struktur yang mendorong terbentuknya

terpelihara

kondist “sub human” yaitu kondisi hidup dibawah

.Aspzrm‘zoﬂa/ Depnwﬁon suatu kOi’ldlSI dmmna
“harapan-harapan yang dimiliki menmgkat ’Eetapi'-. S




standar layak untu

N '.'kepohslan

Pesan Pairl.

'::j'_.:-.normal I\.Oi’ldlSi il éuman akan menmp‘cakfm

: :3: f-'._"."memunculkan kekerasan herupa pembeiontaixan :
conadis kalangan m&syamkat 51p15 sebagal bentuk
i -_-Zkekerasan nomer dua. Ketika protes masyamkat.-'
e sipil muncul chmana mam maka akan muncul_..'__'

3'.-'“Lel<:emsan nomor t1ga, yautu tmdakan rf:premf
: _'oleh penguasa yang daiam hal 1111 ddal\ulx_;m oleh ’

Bentuk kekerasan yancr dﬂakukfm oleh_

'Polrx sebagai bentuktindakan repreaf dilakul\an

-unmk ‘menyikapi tmdakan -masyarakat - dalam.

Lonﬂ_;k agraria ruerupakan bentuk realktif- untuk
menyelesaikan masalah secara sesaat. Tindakan
ini justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi
mftsyarakftt menylkapl hal ini _Toyo (2007: 5)
mengamkan bahwa perspektlf Jangkz pendek,
Lepentmgcln sesaat, dan hegemom selalu
menyuburkan Letidakadilan. Ketidakadilan akan
melahirkan ketidakadilan. Terutama kebljakan
yang dilahirkan hanya untuk mengatasi gejala,
bukan s'ebab.Tindakan represif Polri menj adi_kan
Polri jauh dari masyarakat dan dianggap sebagai
beﬁtﬁk kéterp_ihakan Polri kepada pemilik modal
(kapi_talisme) dan tidak melaksanakan tugasﬁya
seb}lgai pengayom, pelindung dan pelayanan

masyarakat secara adil.

Peran Polri dalam menangani Konflik
Agraria

Polisiadalah sebuah departemen pemerintah
yang didirikan untuk memelihara keteraturan
dan ketertiban (dalam masyarakat), menegakan
hukum, dan mendeteksi kejahatan serta
mencegah terjadinya kejabaran. berkaitan dengan
hal tersebut bahwa tugas kepolisian polisi adalah
memelihara ketertiban umum dan membimbing
masyarakat agar taat hukum (Suparlan 1997,
Nitibaskara 2000). Perubahan fungsi dan tugas
polisi terjadi seciring dengan perubahan atau
dinamika masyarakat. Richardson (1974:35)

menyatakan bahwa “ perubahan-perubahan dari

hidup - sebfura manusia - -fﬁmgsz '-dan tugas- tugas polisi - terus. be angsung

3 masyamlmt

.':kaxena kebemdaan pohsz adalah hasﬂ, tanggapqng_ E

- Leteﬂangaﬂ secara terus menerus yang - akan"}'--'_dan masyarakat yancr bersqngkutan dan untuk o

et sebut Berdasqum

‘tersebut pada saat ini 'i?el‘_]'ldi pelubflha,n gaya_f"_";:’:
::pemohsmn tmdlszoml men}adl gaya pemohsmnﬂ-f.
modern - ymg d1kenal dengan Commumz‘y e

Po]zcmg
= Gaya | Pemollsian . tradisloﬂﬁl : :ménﬁflﬁ
Chrysflandﬂ - (2004:97) mcrmhiq “clri-ciri -

'yaztu Lemampuan, _kecepatdn dfm i{etcpatan
_:mengambll tmdakan bers1fat IC’tktlf yakm

menunges - Iapomn/pengaduan
bersifat sentralistik atau diseragamkan tanpa
memperhatikan kondisi setempat yang sangat
berbeda satu dengan yang lainnya serta dengan
birokrasi yang rumit. Sedangan pemolisian
‘adalab tuntutan

sos1oiogis masyarftka‘c belupa kedekatan antara

modern sesuai  dengan
polisi dengan masyarakat yang discbut sebagai
Community Orientied Policing atau Community
Policing oleh Satjipto Rahardjo (2000: 81).
Dilemma kepolisian dalam menangani konflik
agraria karena adanya kepentingan pribadi/
kelompok yang diakibatkan karena perdsahaan
perkebunan memiliki kapital ekonomidan sosial
yang mendorong kepolisian untuk berpihak pada
kepentingan perusahaan dan smengambaikan
pihak miasyarakat. Menyikapi hal ini maka
pendapat dari Satjiipto Raharjo (2000) yang
mengatakan bihwa “dalam pelaksanaan tugasnya
polisi hendaknya menggunakan O2H yaitu
otot, otak dan hati nurani.” layak dipedomani
untulk dillemna
dalam menangani konflik agraria. Polri sudah

mengilangkan kepolisian
seharusnya menjadi mediator maupun fasilisator
untuk menyelesaikan konflik agraria yang
terjadi pada sektor perkebunan. Koadisi ini
dapat disikapi dengan capacity building personel
kepolisian untuk menangani konflik agraria dan
mampu merumuskan resolusi konflik yang tepat.

Dalam menangani konflik yang mengakar
seperti kasus konflik agraria tindakan kepolisian
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hasil dan kﬁberianjutan (Marks. Anstey etal:

R dijelaskan sebagal berikut

. _r."'_konﬂlk
S '_(tmgkatan makro) sampai mehhat bagalmana
'.".';.;..'-:jsuatu I{O{lﬂlk yang i{husus blS& dlmengertl

secara Cumum  di ekspremkan

S dengan melihat bagian-bagian komponennya
_ ._"r'.-:;(tmgkatan mikro). Berbagai elemen tersebut
: "'-_'--__j;_mchpum_a_) aktor;sb) isu; ¢ faktor penyebab,
o d) li_ﬁgk_ﬁp;_ e) usaha yang pernah dilakukan
-';da'i_arn.'-'pe_nyelesaian; ) fase dan intensitas ;
g} perimbangan kekuatan; h) kapasitas dan

o -;S_L_Lmber daya; dan 1) keadaan hubungan.

Polri
* “serangkaian teknik negoisasi dan: prosedur
| Yailg bisa dipilih, ditolak atau diadapstasi

2. Perancangan Proses, merumuskan

: tei'gantung apa yang dianggap paling
_'mgmbantu pihak-pihak yang bertikai dalam
B memajukan pengelolaan konflik agraria..

3. - Perancangan Hasil, Polri membentuk fungsi

atau struktur demokratis yang dapat menjadi
betkualitas  tinggi
dinegoisasikan dengan, perangkat-perangkat

fondasi  hasil untulk
proses. Kondisi ini bsa dbuat badan pengawas
hasil kesepakatan yang telahvwdilaksanakan

yang melibatkan pemerintah daerah®

Polri
hasil untuk waktu jangka vang lama

4. Keberlanjutan, membertahankan
dan mengidentifikasikan hambatan dan
rintangan  yang mungkin mempengaruhi
penerapan kesepakatan dan juga mekanisme
spesifik yang akan mempertahankan dan
telah

menyuburkan  penyelesaian  yang

dinegosiasikan.

Implementasi ke empat tahapan tersebut
membutuhkan sumber daya manusia Polri
yang memadai yang didukung oleh kebijakan
organisasi Polri. Peningkatan kemampuan dalam
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yaitu 'nahsm, perancangan proses, ‘perancangan ‘melalui pelatihan secara khusus kepada persone}

_'.'Polm dan tiap Polda e
.--:-'12000) Masmcr—masmg tahapan tersebut dapat : EERIABATERTRRR
' R b Penuﬁzup

."'1 § Anahsw Poln harus m ehhat bagalmana: |
: _d1 Indonesm karena dlpengaruhl oleh kebijakan * -

tidak sinkron dengan prinsip dasar yang tertusng

Konfhk Agrarla yflng semakin meningkatf.: i
negara dalam mengelola swmber daya alam yang s

dalam UUD 45. Kebijakan negara,mendorong i
adanya ekspansi pada sektor perkebunan pada
berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Konflik |
agraria antara masyarakat dengan perusahaan .
perkebunan menimbulkan gelombang kekerasan
yang menggangu keamanan dan ketertiban
masyarakat.

Polri sebagai lembaga pemerintah yang

berperan dalam  pemeliharaan  keamanan
dan ketertiban masyarakat terjcbak dalam
konilik kepentingan. Kondisi ini menyebabkan
kepolisian terlibat dalam konflik agraria dan
menjadi aktor pelala kekerasan terhadap wasga
masyarakat. Tindak kekerasan yang dilakukan
oleh Polri- terkait dengan proses penegakan
yang
dilakukan oleh warga masyarakat. Permiasalahan

hukum  pelanggaran/tindak  pidana
ini justru menyebabkan konflik tidek saja antara
masyarakat dengan perusahaan; dalam berbagai
kasus justru masyarakatefmelawan polisi yang
dianggap _sebagai™ pihak yang mendukung

kapitalisme (Perusahaan Perkebunan).

‘Tindakan kepolisian yang dapat dilakukan
dalam menangani kasus konflik lahan berpijak
pada community policing dengan mengedepankan
resolusi konflik melalui non ligitasi. Sebagai
mediator/fasilisator ~ penyelesaian konflik
agraria Polri dituntut memiliki kemampuan
dalam bidang negoisasi untuk merumuskan
kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat
dalam suatu konflik agraria. Kemampuan dalam
menangani konflik agraria yang hasus dimiliki

kepolisian meliputi analisis konflik, perancangan
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